KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR31/PP.04.2-Kpt/ 1504 /Kpu-Kab/V /2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
SENGKATI KECILKECAMATANMERSAMKABUPATEN BATANG HARIPADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang

a. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia
Pemungutan Suara;
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudd
alamhuruf a diatas,
perlumenetapkanKeputusanKomisiPemilihanumumKabu
patenBatang Hari tentangPenetapan Petugas Ketertiban
TempatPemungutanSuaradi DesaSengkati
KecilKecamatanMersamKabupatenBatang Hari
untukPenyelenggaraanPemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan...

idih.kpu.go.id/jambi/Batanghari




Mengingat

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan
PemilihanGubernurdan Wakil Gubernur Jambi Tahun
2020;
Undang-UndangNomor 1Tahun 2015 tentangPenetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent
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Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
PeraturanKomisiPemilihanUmumRepublik Indonesia
Nomor6Tahun 2020 tentangPelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau WaliKotadanWakilWaliKotaSerentaklanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan UmumNomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perihal Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Penetepan  Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 13/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi...

Provinsi Jambi Nomor 10/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV /2021
tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jambi Tahun 2020.

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
Nomor 154/PL.02.1-SD/01/1504/KPU-Kab/V /2021
tanggal 10 Mei 2021 Perihal Pembentukan Petugas
Ketertiban TPS;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSANKOMISI = PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

SENGKATI KECILKECAMATANMERSAMKABUPATEN
BATANG HARI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

: Menetapkandan mengangkat

No. NAMA L/P ALAMAT
1 MUHAMAD L SENGKATI KECIL

2. PADLI L SENGKATI KECIL

sebagaiPetugasKetertibanTempatPemungutan Suara
diDesaSengkati KecilKecamatanMersam

Kabupaten...
Kabupaten Batang Hari pada Pemungutan Suara Ulang Pasca
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
sebagaimanatercantumdalam Lampiran Keputusan yang

merupakanbagiantidakterpisahkandarikeputusanini.

: Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di Tempat Pemungutan
Suara (TPS) 3 (tiga) dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Segalabiaya yang timbuldalampelaksanaantugasPetugas

Ketertiban Tempat
PemungutanSuarasebagaimanadimaksuddalamDiktum
KEDUA dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Provinsi JambiuntukPemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan PemilihanGubernurdan Wakil Gubernur
JambiTahun 2020.

: Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei
2021 sampai dengan 20 Juni 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di MuaraBulian
padatanggalMei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

D A-SENGKATI KECIL,
ENGKATY ‘




